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The aim of this research is to examine empirically the influence of satisfac-
tion of salary and corporate culture upon the local public servant’s perception 
towards corruption. The samples of this research are taken from the population of 
the local public servants in DIY province, especially those who are in the Dinas 
Kimpraswil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Biro Umum 
Setda, Biro Tata Pemerintahan Setda, Biro Kepegawaian, dan Badan Pengawas 
Daerah.  
The data are collected by giving questioner directly to 95 respondents. The 
analysis unit used in this research is individual analysis. While the hypothesis 
testing technique used is multiple regression. This technique is aimed at knowing the 
influence of two independent variables (satisfaction of salary and corporate culture) 
simultaneously upon one dependent variable (the local public servant’s perception 
towards corruption. 
The result of the research shows that the satisfaction of salary partially does 
not influence upon the local public servant’s perception towards corruption, and 
corporate culture influences partially upon the local public servant’s perception towards 
corruption. The testing of hypothesis simultaneously shows that the two independent 
variables influence the local public servant’s perception towards corruption. 
 
Keywords: satisfaction of salary, corporate culture, perception towards corruption, 
local public services 
 
PENDAHULUAN 
Di Indonesia, pemberantasan tindak 
korupsi telah menjadi wacana paling populer 
yang selalu dibicarakan oleh setiap ka-
langan, baik oleh pejabat pemerintah, peng-
usaha, sampai rakyat jelata. Namun realisasi 
pemberantasannya perlu dipertanyakan 
meskipun tidak sedikit upaya yang telah 
dilakukan. Upaya tersebut tidak hanya di-
lakukan oleh pemerintah, seperti dikeluar-
kannya UU No. 3 Tahun 1971 yang diper-
baharui dengan UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
dan yang terbaru UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Korupsi, maupun dibentuknya lembaga 
khusus seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan 
Penyelenggara Negara (KPKPN) yang di-
lebur menjadi Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih 
populer Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Upaya lain dalam pemberantasan 
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korupsi dilakukan juga oleh lembaga-
lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, 
GOWA dan lain sebagainya. 
Seiring dengan diberlakukannya UU 
No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui 
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pe-
merintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 
1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, yang merupakan landasan yuridis 
bagi pengembangan otonomi daerah di 
Indonesia, Pemerintah Daerah kabupaten 
dan kota diberikan wewenang yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab dalam meng-
atur pembagian dan pemanfaatan sumber 
daya nasional serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002). 
Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah 
Derah harus mampu mewujudkan peme-
rintahan yang efisien, efektif, transparan dan 
akuntabel secara berkesinambungan, baik 
dalam masalah keuangan daerah maupun 
anggaran daerah. Kewenangan yang diberi-
kan oleh Pemerintah Pusat kepada Peme-
rintah Daerah, jika tidak dilaksanakan secara 
bertanggung jawab akan menjadi sumber 
yang kaya bagi korupsi karena dibandingkan 
dengan pemerintahan pusat, sistem admi-
nistrasi di pemerintahan daerah biasanya 
lebih lemah, gaji pegawai lebih rendah 
sehingga berakibat mutu pegawai rata-rata 
juga lebih rendah (Klitgaard dkk, 2002).  
Penelitian mengenai persepsi tentang 
tindak korupsi ini lebih difokuskan pada 
pemerintah daerah. Sampel yang digunakan 
adalah para aparatur Pemerintah Propinsi 
DIY, dengan pertimbangan mudah dijang-
kau oleh peneliti karena responden dapat 
didatangi secara langsung untuk mem-
peroleh tingkat respon yang tinggi. Hal 
tersebut dilakukan untuk mengatasi ke-
lemahan penelitian persepsi melalui metode 
mail survey, yaitu rendahnya tingkat respon 
(Indriantoro dan Supomo, 1999). Sedangkan 
alasan peneliti tertarik memilih obyek atau 
topik penelitian ini karena bagi peneliti ma-
salah korupsi merupakan masalah yang tidak 
pernah basi dan sangat signifikan dalam 
pemerintah daerah saat ini. Selain itu belum 
banyak penelitian di bidang akuntansi, 
khususnya di Indonesia yang dilakukan 
mengenai hal tersebut. 
Beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang 
telah dilakukan, disebutkan bahwa Indonesia 
merupakan negara yang paling korup di Asia 
(Kompas, 23 Maret 2000), bahkan di dunia 
(Media Akuntansi, Juli 1999). Meskipun 
pada tahun 2007 tingkat korupsi di Indone-
sia tidak berada paling bawah di Asia Teng-
gara. Dari berbagai survei dan pengujian 
secara empiris antara lain oleh Haque dan 
Sahay (1996) dan Rijkeghem dan Weder 
(1997 dan 2001) menghubungkan terjadinya 
korupsi akibat gaji yang rendah. Menurut 
Darsono (2001) salah satu penyebab ter-
jadinya korupsi adalah perasaan tidak sang-
gup menolak ketidakadilan (inequity) akibat 
upah di bawah standar (underpayment). Se-
hingga korupsi merupakan salah satu reaksi 
kompromistis dari perasaan ketidakadilan 
tersebut. Sedangkan menurut Saefudin 
(1997) salah satu penyebab sulitnya korupsi 
di Indonesia diberantas adalah adanya ke-
tidakrelaan menerima gaji yang relatif ter-
batas dibandingkan dengan tingkat kebutuh-
an yang layak. 
Selain rendahnya gaji yang meru-
pakan variabel utama yang melatarbelakangi 
praktik korupsi di Indonesia (Hatta (1975) 
dalam Lubis dan Scott (1993), variabel lain 
yang mendukung terjadinya korupsi adalah 
aspek organisasi, yaitu tidak adanya kultur 
organisasi yang benar (Arifin, 2000). 
Penelitian ini akan menggabungkan 
kedua aspek tersebut di atas yaitu pengaruh 
kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 
tindak korupsi. Penelitian tentang persepsi 
ini dianggap penting karena persepsi 
merupakan cara bagaimana seseorang 
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melihat dan menaksirkan suatu obyek atau 
kejadian. Seseorang akan melakukan tin-
dakan sesuai persepsinya, sehingga persepsi 
sangat berperan dalam mempengaruhi 
perilaku seseorang. 
 
KAJIAN TEORI DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Korupsi 
Menurut Abdullah (1999), korupsi 
ada “as old as the organization of power”. 
Inti korupsi adalah menyalahgunakan keper-
cayaan yang diberikan publik atau pemilik 
untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1987). 
Menurut Brooks (yang dikutip oleh Alatas, 
1987), koruptor dengan sengaja melakukan 
kesalahan atau melalaikan tugas yang 
diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak 
menggunakan kekuasaan, dengan tujuan 
memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga 
korupsi menunjukkan fungsi ganda yang 
kontradiktif, yaitu mempunyai kewenangan 
yang diberikan publik yang seharusnya 
untuk kesejahteraan publik, namun diguna-
kan untuk keuntungan diri sendiri (Darsono, 
2001). 
Berdasarkan tipologinya, korupsi 
dibedakan menjadi lima, yaitu (Darsono, 
2001): 
1. Korupsi transaksi, merupakan korupsi 
yang bersifat timbal balik (mendekati 
kolusi), sehingga saling menguntungkan. 
2. Korupsi memeras, terjadi pada un-
balanced of power, misalnya pelayanan 
dibuat sulit sehingga menciptakan uang 
sogok. 
3. Korupsi investif, berupa pemberian 
sekarang untuk menuai di masa yang 
akan datang. 
4. Korupsi nepotisme, merupakan peng-
angkatan jabatan karena kekerabatan, 
kecuali yang memenuhi persyaratan 
teknis dan prosedur yang berlaku. 
5. Korupsi dukungan adalah upaya men-
dukung satu pihak agar dapat didukung 
balik.  
Menurut Baswir (1993), ada 7 pola 
korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-
oknum pelaku tindak korupsi, baik dari 
kalangan pemerintah maupun swasta, yaitu: 
(1) pola konvensional; (2) pola upeti; (3) 
pola komisi; (4) pola menjegal order; (5) 
pola perusahaan rekanan; (6) pola kuitansi 
fiktif; (7) pola penyalahgunaan wewenang 
yang tidak konsisten dan pandang bulu, 
lemahnya evaluasi dan revisi peraturan 
perundang-undangan. 
Modus operandi pelaksanaan korupsi 
antara lain (Regar, 1998): (1) mark-up 
pembelian/pengeluaran; (2) mark-down pen-
jualan/penerimaan; (3) manipulasi pen-
catatan; (4) pemalsuan dokumen; (5) 
menghilangkan dokumen; (6) pencurian; (7) 
memalsukan kualitas; (8) membuat per-
aturan yang hanya membela atau meng-
untungkan pihak tertentu saja. Menurut 
Jones dan Bates (1990), aktivitas-aktivitas 
yang cenderung ke korupsi antara lain: (1) 
tender, kontrak, penyelesaian kontrak, pe-
nyewaan konsultan atau staf; (2) penjualan 
dengan tekanan; (3) ramah-tamah; (4) pem-
berian ijin, lisensi untuk rencana per-
dagangan; (5) pembelian barang yang 
dikirim langsung ke tempat pembangunan; 
(6) konflik kepentingan; (7) penggunaan 
peralatan komputer atau kendaraan untuk 
kepentingan pribadi; (8) perusakan dan 
pembuangan terhadap peralatan, per-




Persepsi (perception) diartikan se-
bagai penglihatan atau tanggapan daya me-
mahami/menanggapi (Echols dan Shadily, 
1989). Persepsi merupakan cara bagaimana 
seseorang melihat dan menaksirkan suatu 
obyek atau kejadian. Seseorang akan 
melakukan tindakan sesuai persepsinya, 
sehingga persepsi memiliki peranan yang 
sangat penting dalam mempengaruhi peri-
laku seseorang. Seseorang yang mengalami 
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suatu persepsi selalu melalui suatu proses 
tertentu. Proses tersebut dimulai saat di-
terimanya rangsangan melalui alat penerima, 
kemudian diteruskan ke otak. Dalam otak 
terjadi proses psikologis yang menyebabkan 
seseorang sadar tentang apa yang dialami-
nya. Sehingga menurut Walgito (1993), 
suatu proses psikologis merupakan suatu 
persepsi jika terdapat karakteristik berikut, 
yaitu adanya obyek yang dipersepsikan, alat 
indra (reseptor) dan perhatian. Obyek per-
sepsi dapat berada di dalam maupun di luar 
individu. Jika obyek persepsi berada di 
dalam individu yang mempersepsi, berarti 
individu tersebut mempersepsi dirinya sendiri, 
sehingga ia dapat mengerti dan meng-
evaluasi keadaan dirinya sendiri. Namun 
jika persepsi berada di luar individu yang 
mempersepsi, maka obyek persepsi dapat 
berupa benda-benda, situasi atau manusia 
(Heider, 1958 dalam Walgito (1993).  
Selama proses mempersepsi suatu 
obyek, individu dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri 
individu, seperti pengalaman, perasaan, 
kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan 
motivasi. Sedangkan faktor eksternal berupa 
rangsangan itu sendiri dan faktor lingkungan 
di mana persepsi itu berlangsung.  
Beberapa definisi persepsi menurut 
para ahli, antara lain: 
1. Menurut Kreach (1962), persepsi me-
rupakan integrasi dari individu dan 
rangsangan yang diterimanya. Sehingga 
apa yang dipersepsikan individu dalam 
suatu saat tertentu tidak hanya dipeng-
aruhi oleh rangsangan yang diterima, 
namun dipengaruhi juga oleh apa yang 
ada dalam diri individu tersebut, misal-
nya pengalaman, perasaan, prasangka, 
keinginan, sikap dan tujuan. 
2. Menurut Hufman (1987), persepsi 
merupakan proses penyeleksian, peng-
organisasian, dan penyampaian data 
informasi ke dalam sebuah gambaran 
yang dapat dipahami oleh mental. 
3. Menurut Siegel dan Marconi (1989), 
persepsi merupakan suatu proses dari 
seseorang dalam menyeleksi, meng-
organisir dan menginterpretasikan rang-
sangan ke dalam sesuatu yang berarti 
dan koheren dengan dunia. Sehingga 
orang yang berbeda bisa jadi akan meli-
hat sesuatu yang sama secara berbeda. 
4. Menurut Hiam dan Schewe (1994), 
persepsi adalah proses pemberian arti 
oleh seseorang atas berbagai rang-
sangan atau stimulus yang yang 
diterimanya, dan dari proses tersebut 
seseorang mempunyai opini tertentu 
mengenai apa yang diamatinya. 
Dalam penelitian ini, peneliti 
membatasi pembahasan mengenai dua faktor 
yang mempengaruhi persepsi seseorang 
dalam memberikan opini terhadap suatu 
obyek (tindak korupsi). Kedua faktor 
tersebut adalah faktor internal yang berupa 
perasaan, dalam hal ini adalah perasaan puas 
terhadap gaji (kepuasan gaji) dan faktor 
eksternal berupa lingkungan tempat persepsi 
tersebut berlangsung (kultur organisasi). 
 
Kepuasan Gaji  
Kepuasan gaji didasarkan pada ide 
bahwa seseorang akan terpuaskan dengan 
gajinya, ketika persepsi terhadap gaji dan 
apa yang mereka pikirkan sesuai dengan 
semestinya Bagi seorang pegawai, gaji me-
rupakan suatu outcome atau reward yang 
penting. Dari penelitian terdahulu disebut-
kan bahwa penyebab utama terjadinya 
korupsi adalah gaji yang relatif rendah. Hal 
tersebut diungkapkan pleh Haque dan Sahay 
(1996) dan Rijkeghem dan Weder (1997 dan 
2001), Saefudin (1997), dan Hart (2001). 
Akibat gaji yang di bawah standar (under-
payment) tersebut, timbul perasaan ketidak-
adilan (inequity) (Darsono, 2001) Sehingga 
korupsi merupakan salah satu reaksi kom-
promistis dari perasaan ketidakadilan ter-
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sebut. Persepsi rasa ketidakadilan akan ter-
jadi jika rasio antara input terhadap outcome 
tidak sebanding. Individu yang merasa 
diperlakukan tidak adil akan cenderung 
melakukan perlawanan baik secara terbuka 
atau terselubung untuk tetap bertahan, yaitu 
dengan cara mencari peluang kompensasi, 
salah satunya melalui upaya korupsi 
(Darsono, 2001). Berdasarkan uraian ter-
sebut hipotesis yang diuji dalam penelitian 
ini adalah: 
H1 : Kepuasan gaji berpengaruh terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
 
Kultur Organisasi 
Variabel lain yang melatarbelakangi 
terjadinya praktik korupsi adalah aspek 
organisasi, satu di antaranya yaitu tidak 
adanya kultur organisasi yang benar (Arifin, 
2000). Kultur organisasi mempunyai makna 
yang sangat luas. Kultur organisasi merupa-
kan nilai-nilai atau norma-norma yang 
mengarahkan perilaku anggota organisasi 
dan akan menjadi dasar aturan berperilaku 
dalam organisasi. Hal senada diungkapkan 
juga oleh Sarplin (1995); Stoner, Freeman 
dan Gilbert (1995); Mondy dan Noe (1996) 
serta Davis (1984). Peran kultur organisasi 
sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, 
mana yang boleh dilakukan dan mana yang 
tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola 
dan mengalokasikan sumber daya organisasi 
serta sebagai alat untuk menghadapi 
masalah dan peluang dari lingkungan inter-
nal dan eksternal (Lako, 2002). Kultur 
organisasi yang baik tidak akan membuka 
peluang sedikitpun bagi individu untuk 
melakukan korupsi (Arifin, 2000) karena 
kultur organisasi yang baik akan membentuk 
para pelaku organisasi mempunyai sense of 
belonging (rasa ikut memiliki) dan sense of 
identity (rasa bangga sebagai bagian dari 
suatu organisasi). Hipotesis yang akan diuji 
adalah: 
H2 : Kultur organisasi berpengaruh ter-
hadap persepsi aparatur pemerintah 
daerah tentang tindak korupsi.  
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah studi 
kasus, yaitu hasilnya didasarkan hanya pada 
subyek dan obyek yang diteliti. Hasil dari 
penelitian studi kasus hanya berlaku untuk 
obyek tersebut, sehingga tidak dapat di-
generalisasi untuk obyek yang lain. 
Penelitian ini dilakukan di Propinsi DIY, 
khususnya di 8 (delapan) instansi, yaitu 
Dinas Kimpraswil, Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertanian, Biro Umum 
Setda, Biro Tata Pemerintahan Setda, Biro 
Kepegawaian dan Bawasda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
aparatur pemerintah Propinsi DIY. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara acak 
dengan masing-masing instansi dibagi 
kuesioner sebanyak 20 set. Kuesioner 
disampaikan secara langsung kepada 
responden. Jumlah responden yang terlibat 
sebanyak 115 orang. Namun kuesioner yang 
dapat diolah hanya sebanyak 95 kuesioner.  
Tabel 1 berikut ini menunjukkan 
jumlah kuesioner yang dikirim dan tingkat 
pengembalian kuesioner. 
 
Tabel 1: Jumlah Kuesioner yang Dikirim dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Jumlah (set) Persentase (%) 
Jumlah kuesioner yang dikirim 
Jumlah responden yang berpartisipasi 
Jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 
jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 
160 set (100%). Kuesioner yang dikembali-
kan sebanyak 115 (71,875%), sedangkan 
kuesioner yang tidak dapat digunakan 
karena tidak lengkap berjumlah 20 (12,5%). 
Sehingga jumlah kuesioner yang dapat 
digunakan untuk dianalisis adalah sebanyak 
95 kuesioner atau dengan tingkat pengem-
balian yang akan dianalisis sebesar 59,375%. 
 
Instrumen Penelitian 
1. Kepuasan Gaji 
Kepuasan gaji adalah perasaan puas ter-
hadap gaji yang diperoleh seseorang. 
Variabel kepuasan gaji dalam penelitian 
ini diukur dengan instrumen yang 
dikembangkan oleh Judge dan 
Welbourne (1995) yang berjumlah 18 
pertanyaan dengan 5 (lima) poin skala 
Likert, dengan alternatif pilihan: 1 
menunjukkan sangat tidak puas (STP), 
2 menunjukkan tidak puas (TP), 3 
menunjukkan netral (N), 4 menunjuk-
kan puas (P) dan 5 menunjukkan sangat 
puas (SP). Semakin tinggi skor jawaban 
responden berarti semakin tinggi ke-
puasan responden terhadap gaji yang 
diperoleh. 
2. Kultur Organisasi 
Kultur organisasi adalah budaya organi-
sasi tempat persepsi seseorang berlang-
sung. Variabel kultur organisasi dalam 
penelitian ini diukur dengan instrumen 
yang dikembangkan oleh Hofstade dkk 
(1990) yang terdiri dari 8 pertanyaan 
dengan 5 (lima) poin skala Likert, de-
ngan alternatif pilihan: 1 menunjukkan 
sangat tidak setuju (STS), 2 menunjuk-
kan tidak setuju (TS), 3 menunjukkan 
netral (N), 4 menunjukkan setuju (S) 
dan 5 menunjukkan sangat setuju (SS). 
Semakin tinggi skor jawaban responden 
menunjukkan semakin baik kultur or-
ganisasi tempat persepsi responden 
berlangsung. 
3. Persepsi tentang Tindak Korupsi 
Persepsi tentang tindak korupsi adalah 
pandangan seseorang untuk melakukan 
tindak korupsi. Instrumen yang di-
gunakan untuk mengukur variabel ini 
menggunakan sebagian instrumen yang 
dikembangan oleh Ziegefuss dan 
Hughes (1996) yang disesuaikan 
dengan kondisi penelitian ditambah 
instrumen lain yang dikembangkan 
sendiri oleh peneliti dari berbagai 
sumber, yaitu UU No. 28 Th. 1999, UU 
No. 20 Th. 2001, Caiden (1988), Regar 
(1998). Instrumen Persepsi tentang Tin-
dak Korupsi terdisri dari 40 pernyataan 
dengan 5 (lima) poin skala Likert. Dari 
40 pertanyaan tersebut, ternyata setelah 
diuji validitasnya, hanya 28 pertanyaan 
yang valid, sehingga 12 pertanyaan di-
hilangkan. Pertanyaan yang dihilangkan 
tersebut antara lain adalah pertanyaan 
nomor 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, dan 40. Alternatif pilihan jawaban 
meliputi: 1 menunjukkan sangat setuju 
(SS), 2 menunjukkan setuju (S), 3 
menunjukkan netral (N), 4 menunjuk-
kan tidak setuju (TS) dan 5 menunjuk-
kan sangat tidak setuju (STS). Semakin 
tinggi skor jawaban responden berarti 
responden tersebut semakin tidak setuju 
melakukan tindak korupsi. 
 
Variabel 
Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah persepsi aparatur pemerintah 
daerah tentang tindak korupsi, sedangkan 
variabel independennya adalah kepuasan 
gaji dan kultur organisasi.  
 
Pengujian Validitas dan Realibilitas 
Data memiliki peranan yang sangat 
penting dalam suatu penelitian, karena data 
menggambarkan variabel yang diteliti dan 
berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. 
Data penelitian tidak akan berguna jika 
instrumen yang digunakan untuk mengum-
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pulkan data tersebut tidak memiliki validitas 
dan reliabilitas yang tinggi. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa data yang berkualitas 
adalah data yang valid dan reliabel. 
Validitas data penelitian ditentukan 
oleh akurasi pengukuran. Instrumen pe-
nelitian dikatakan valid jika instrumen 
tersebut dapat mengukur apa yang seharus-
nya diukur. Validitas berkaitan dengan 
seberapa baik suatu konsep dapat 
didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair dkk, 
1998). Sedangkan reliabilitas data ditunjuk-
kan oleh stabilitas dan konsistensi instrumen 
yang digunakan dalam mengukur suatu 
konsep. Pengukuran yang reliabel akan 
menunjukkan instrumen yang dapat 
dipercaya, yang diharapkan juga dapat 
menghasilkan data yang dapat dipercaya. 
Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan untuk pengujian validitas adalah 
korelasi bivariat pearson correlation, 
dengan cara menghitung korelasi antar skor 
masing-masing butir pernyataan dengan 
total skor masing-masing variabel. Sedang-
kan pengujian reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung cronbach alpha untuk menguji 
kelayakan konsistensi seluruh skala yang 
digunakan. Dengan ukuran ini, suatu 
instrumen dikatakan reliabel apabila 
memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6 
(Nunnally, 1967). Dari pengujian validitas 
dan reliabilitas diperoleh bahwa instrument 
yang digunakan valid.  
Model penelitian yang akan diuji 
dapat digambarkan pada Gambar 1 di bawah. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Teknik Analisis Data 
Untuk menjawab permasalahan 
apakah kepuasan gaji dan kultur organisasi 
secara parsial maupun secara simultan 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi 
digunakan analisis regresi linier berganda. 
Rumus yang dipakai adalah:  
Y = a + b1X1 + b2X2 
Keterangan: 
Y = persepsi tentang tindak korupsi 
X1  = kepuasan gaji 
X2  = kultur organisasi 
a   = nilai intersep (konstanta) 
b1, b2  = koefisien regresi 
 
Sebelum melakukan pengujian signifikansi, 
dapat dicari terlebih dahulu nilai R (korelasi 
berganda) yaitu X1 dan X2 terhadap Y. 
Untuk menguji apakah X1 dan X2 secara 
parsial berpengaruh terhadap Y, maka 





b  = koefisien regresi  










Gambar 1: Model Penelitian  
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Untuk menguji apakah X1 dan X2 secara 
simultan berpengaruh terhadap Y, maka 











R2  = koefisien determinasi 
k   = jumlah variabel independen 
n  = jumlah responden 
 
Kriteria Pengujian Hipotesis: 
1. Uji t  
Untuk mengetahui apakah kepuasan 
gaji dan kultur organisasi berpengaruh 
secara parsial terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak 
korupsi. 
H0 diterima:  
apabila t hitung < t tabel berarti bahwa 
kepuasan gaji dan kultur organisasi 
berpengaruh secara parsial terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
H0 tidak dapat diterima: 
Apabila t hitung ≥ t tabel berarti bahwa 
bahwa kepuasan gaji dan kultur organi-
sasi tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap persepsi aparatur pemerintah 
daaerah tentang tindak korupsi. 
2. Uji F 
Untuk mengtahui apakah apakah 
kepuasan gaji dan kultur organisasi 
berpengaruh secara simultan terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
 H0 diterima:  
apabila F hitung < F tabel berarti bahwa 
kepuasan gaji dan kultur organisasi 
berpengaruh secara simultan terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
H0 tidak dapat diterima: 
Apabila F hitung ≥ F tabel berarti 
bahwa kepuasan gaji dan kultur organi-
sasi tidak berpengaruh secara simultan 
terhadap persepsi aparatur pemerintah 
daerah tentang tindak korupsi. 
Sebagai bagian dari pengujian hipotesis 
dengan metode regresi linier berganda, 
juga akan dilakukan uji asumsi klasik, 
yang meliputi uji multikolinieritas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 
uji normalitas.  
 
Statistik Deskriptif Responden 
Jumlah kuesioner yang dibagikan 
kepada para responden sebanyak 160 set, 
dengan masing-masing instansi mendapat 
bagian sebanyak 20 kuesioner yang harus 
diisi. Ada delapan instansi di lingkungan 
Pemerintah Propinsi DIY yang dijadikan 
sampel dalam penelitian ini, yaitu 4 dinas, 3 
biro dan 1 badan. Instansi-instansi tersebut 
antara lain Dinas Kimpraswil, Dinas Pen-
didikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, 
Biro Umum Setda, Biro Tata Pemerintahan 
Setda, Biro Kepegawaian dan Bawasda. 
Pertimbangan pemilihan beberapa instansi 
tersebut dengan pertimbangan, aparatur 
pemerintah daerah di unit-unit tersebut 
memiliki tingkatan golongan yang masih 
merata, yaitu antara golongan I sampai 
dengan Golongan IV.  
Kuesioner sebanyak 160 set yang 
dibagikan kepada responden hanya 115 yang 
kembali kepada peneliti. Dari 115 set 
tersebut, yang memenuhi syarat untuk dapat 
diolah sebanyak 95 set. Sedangkan 20 set 
selisihnya tidak memenuhi syarat karena 
tidak diisi dengan lengkap. 
Analisis didasarkan pada jawaban 
dari responden sebanyak 95 orang. Deskripsi 
umum responden penelitian disajikan dalam 
Tabel 2. 
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Tabel 2: Gambaran Responden Penelitian 
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Jabatan: 
Kepala Bagian 
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Jumlah Penghasilan Setiap Bulan: 
<Rp. 1.000.000 
Rp. 1.000.000 - <2.000.000 
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Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
1. Kepuasan Gaji (KG) 
Jawaban yang diberikan responden 
terhadap variabel ini cukup bervariasi. 
Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang 
terlihat dalam Tabel 3, yaitu berada 
antara 24-76, sedangkan kisaran teoritis 
variabel ini berada pada 18-90. Rata-
rata jawaban responden sebesar 52,84 
dengan deviasi standar sebesar 11,046. 
Deviasi standar tidak melebihi 40 % 
dari mean, menunjukkan data baik dan 
dapat dipercaya. 
2. Kultur Organisasi (KO) 
Jawaban yang diberikan responden 
terhadap variabel ini cukup bervariasi. 
Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang 
terlihat dalam Tabel 3, yaitu berada 
antara 12-35, sedangkan kisaran teoritis 
variabel ini berada pada 8-40. Rata-rata 
jawaban responden sebesar 23,18 
dengan deviasi standar sebesar 4,200. 
Deviasi standar tidak melebihi 40 % 
dari mean, menunjukkan data baik dan 
dapat dipercaya. 
3. Persepsi tentang Tindak Korupsi (PTK) 
Jawaban yang diberikan responden 
terhadap variabel ini cukup bervariasi. 
Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang 
terlihat dalam Tabel 3, yaitu berada 
antara 28-140, sedangkan kisaran 
teoritis variabel ini berada pada 28-140. 
Rata-rata jawaban responden sebesar 
47,29 dengan deviasi standar sebesar 
17,860. Deviasi standar tidak melebihi 
40 % dari mean, menunjukkan data baik 
dan dapat dipercaya. 
 
Hasil analisis statistik deskriptif 
terhadap variable-variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini tampak pada Tabel 3. 
 
Tabel 3: Statistik Deskriptif Variabel Kepusan Gaji, Kultur Organisasi 
dan Persepsi tentang Tindak Korupsi 





Kepuasan Gaji (KG) 18-90 24-76 52,84 11,046 
Kultur Organisasi (KO) 8-40 12-35 23,18 4,200 
Persepsi tentang Tindak Korupsi (PTK) 28-140 28-140 47,29 17,860 
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Pengujian Asumsi Klasik 
Uji multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan 
dengan tujuan untuk menguji apakah pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas. Dalam model regresi 
yang baik tidak terjadi korelasi di antara 
variabel bebas (independen). Jika variabel 
bebas saling berkorelasi, berarti variabel-
variabel tersebut tidak ortogonal, hal 
tersebut ditunjukkan dari nilai korelasi antar 
sesama variabel bebas sama dengan nol. Uji 
multikolinearitas dalam penelitian ini 
menunjukkan hasil sebagai berikut: 
1. Nilai R2 yang dihasilkan rendah 
sehingga tidak memenuhi kondisi 
multikoliniearitas, yang mensyaratkan 
nilai R2 yang tinggi tetapi variabel 
independen tidak signifikan. 
2. Pengamatan matriks korelasi antar 
variabel independen menunjukkan tidak 
adanya korelasi yang cukup tinggi di 
atas 0,90 (Gozali, 2001) untuk variabel 
KG sebesar 69% dan KO sebesar 25%.  
3. Nilai variance inflation factor (VIF) 
untuk variabel bebas tidak ada yang 
lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada multikolinearitas antar 
variabel bebas dalam model regresi. 
Nilai VIF untuk masing-masing 
variabel dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4: Nilai Variance Inflation Factor 
(VIF) 
 Collinearity Statistics 
Variabel Independen Tolerance VIF 
Kepuasan Gaji (KG) 0,999 1,001 
Kultur Organisasi (KO) 0,999 1,001 
 
Uji autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk 
menguji apakah dalam suatu model regresi 
terdapat korelasi antara kesalahan peng-
ganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
Jika terjadi korelasi maka terdapat penyakit 
autokorelasi. Untuk melakukan uji autoko-
relasi dalam penelitian ini digunakan teknik 
Durbin-Watson (DW test). Hasil yang 
diperoleh diketahui bahwa nilai DW sebesar 
2,233. Nilai tersebut diubandingkan dengan 
nilai tabel DW, dengan menggunakan dera-
jat kepercayaan 5%, jumlah sampel 95, dan 
jumlah variabel bebas 2, maka pada tabel 
DW didapatkan nilai d1 sebesar 1,62 dan du 
sebesar 1,71. Oleh karena nilai DW 2,233 
lebih besar dai batas du (batas atas), maka 
dapat disimpulkan tidak terdapat autokore-
lasi positif pada model regresi.  
 
Uji heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan vari-
ance dari residual satu pengamatan ke peng-
amatan yang lain. Model regresi yang baik 
adalah model homoskedastisitas, yaitu ter-
jadi kesamaan varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain, atau 
dengan kata lain tidak terjadi heteroskedas-
tisitas. 
Dalam penelitian ini, uji heteroske-
dastisitas dilakukan dengan melihat grafik 
plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(SRESID) dengan residualnya (ZPRED). 
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
dapat dilakukan dengan melihat ada tidak-
nya pola tertentu pada grafik Scatterplot 
antara SRESID dan ZPRED, dalam hal ini 
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 
dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 
dikurangi Y sesungguhnya). Hasil yang 
diperoleh dari pengujian ini dapat dilihat 
pada Gambar 2. Dari gambar hasil pengujian 
tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara 
acak serta tersebar, baik di atas maupun di 
bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ter-
sebut menunjukkan bahwa tidak terjadi hete-
roskedastisitas pada model regresi. Dengan 
kata lain model regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini layak dipakai untuk 
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memprediksi Persepsi tentang Tindak 
Korupsi (PTK) berdasarkan masukan varia-
bel independen: Kepuasan Gaji (KG) dan 

































Gambar 2: Scatterplot Uji 
Heteroskedastisitas 
 
Uji normalitas  
Tujuan dilakukannya uji normalitas 
adalah untuk menguji apakah variabel 
dependen dan variabel independen yang 
digunakan dalam model regresi berdistribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik 
memiliki distribusi data yang normal atau 
mendekati normal.  
Uji normalitas dalam penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan analisis grafik, 
yaitu melihat histogram yang membanding-
kan antara data observasi dengan distribusi 
yang mendekati distribusi normal. Selain itu 
untuk lebih meyakinkan, dilakukan peng-
ujian yang lebih andal, dengan metode nor-
mal probability plot. Normal probability 
plot merupakan metode yang membanding-
kan distribusi kumulatif dari data sesung-
guhnya dengan distribusi kumulatif dari 
distribusi normal. Hasil pengujian tersebut 
dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.  
Grafik histogram menunjukkan 
distribusi normal yang mendukung peng-
ujian asumsi klasik sebelumnya. Demikian 
juga grafik normal plot juga menunjukkan 
titik-titik yang menyebar di sekitar garis 
diagonal, yang penyebarannya mengikuti 
arah garis diagonal. Dari kedua grafik ter-
sebut dapat disimpulkan bahwa model re-

































Gambar 3: Uji Normalitas Data 
 




















Gambar 4: Uji Normalitas P-Plot 
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Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 
Pengujian hipotesis 
Penelitian ini akan menguji dua 
hipotesis untuk melihat pengaruh kepuasan 
gaji dan kultur organisasi terhadap perspsi 
aparatur pemerintah daerah tentang tindak 
korupsi. Hipotesis 1 dan 2 diuji dengan 
menggunakan model analisis regresi linier 
sederhana (simple regression), kemudian 
dilakukan pengujian secara simultan dengan 
menggunakan model analisis regresi linier 
berganda (multiple regression). Program 
yang digunakan untuk mengolah data dalam 
penelitian ini adalah program SPSS 11,5 for 
Windows. Penelitian ini menggunakan ting-
kat keyakinan 95% yang berarti  yang 
digunakan sebesar 0,05. Hal tersebut 
menunjukkan jika nilai p atau p value < 0,05 
berarti variabel independen berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen.  
 
Pengujian hipotesis 1 
 Hipotesis 1 dalam penelitian ini 
menguji apakah kepuasan gaji berpengaruh 
terhadap persepsi aparatur pemerintah 
daerah tentang tindak korupsi. Pengujian 
hipotesis ini akan menggunakan uji t.  
Hipotesis pertama: 
H0 : b1 = 0; Kepuasan gaji tidak ber-
pengaruh terhadap persepsi 
aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
H1 : b1  0; Kepuasan gaji berpengaruh 
terhadap persepsi aparatur 




Membandingkan nilai statistik hitung 
dengan nilai statistik tabel dengan 
ketentuan: 
1. Jika nilai t hitung < t tabel maka 
hipotesis nol (H0) diterima. 
2. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis 
nol (H0) ditolak. 
Nilai statistik t hitung: 
Hasil regresi yang dilakukan tampak nilai t 
hitung sebesar 0,642. 
Nilai statistik t tabel: 
1. Tingkat signifikansi = 5% 
2. Df (Derajat Kebebasan) = N-2 = 95-2 = 
93 
3. Nilai t tabel sebesar 1,661 
 
Hasil di atas menunjukkan bahwa 
nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 tidak dapat ditolak. Atau dengan kata 
lain kepuasan gaji tidak berpengaruh 
terhadap persepsi aparatur pemerintah 
daerah tentang tindak korupsi. Hal ini 
ditunjukkan dari besarnya nilai koefisien 
beta sebesar -0,105 dengan p-value sebesar 
0,522, dengan p>0,05, padahal significant 
level yang disyaratkan p<0,05. Dari hasil 
tersebut berarti hipotesis 1 yang mengatakan 
bahwa kepuasan gaji berpengaruh terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 
tindak korupsi tidak dapat didukung atau 
dengan kata lain kepuasan gaji tidak 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah tentang tindak korupsi. Nilai 
koefisien beta negatif (-0,105) menunjukkan 
hubungan tidak searah antara kepuasan gaji 
dengan persepsi tentang tindak korupsi. 
Hubungan antara kepuasan gaji dengan 
persepsi tentang tindak korupsi dijelaskan 
oleh nilai pearson correlation sebesar 0,72 
atau 72%. 
 
Pengujian hipotesis 2 
Hipotesis 2 dalam penelitian ini 
menguji apakah kultur organisasi ber-
pengaruh terhadap persepsi aparatur peme-
rintah daerah tentang tindak korupsi. Peng-
ujian hipotesis ini akan menggunakan uji t.  
Hipotesis pertama: 
H0 : b1 = 0;  Kultur organisasi tidak ber-
pengaruh terhadap persepsi 
aparatur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
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H1 : b1  0;  Kultur organisasi berpenga-
ruh terhadap persepsi apa-
ratur pemerintah daerah 
tentang tindak korupsi. 
 
Kriteria pengujian: 
Membandingkan nilai statistik hitung 
dengan nilai statistik tabel dengan 
ketentuan: 
1. Jika nilai t hitung < t tabel maka 
hipotesis nol (H0) diterima. 
2. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis 
nol (H0) ditolak. 
 
Nilai statistik t hitung: 
Hasil regresi yang dilakukan tampak nilai t 
hitung sebesar 2,430 
Nilai statistik t tabel: 
1. Tingkat signifikansi = 5% 
2. Df (Derajat Kebebasan) = N-2 = 95-2 = 
93 
3. Nilai t tabel sebesar 1,661 
 
Hasil di atas menunjukkan bahwa 
nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak. Atau dengan kata lain kultur 
organisasi berpengaruh terhadap persepsi 
aparatur pemerintah daerah tentang tindak 
korupsi. Hal ini ditunjukkan dari besarnya 
nilai koefisien beta sebesar -1,040 dengan 
tingkat signifikansi 0,017, berarti p>0,05, 
sesuai significant level yang disyaratkan. 
Dari hasil tersebut berarti hipotesis 2 yang 
mengatakan bahwa kultur organisasi 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi 
dapat didukung atau atau dengan kata lain 
kultur organisasi berpengaruh terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 
tindak korupsi. Nilai koefisien beta negatif 
(-1,040) menunjukkan hubungan tidak 
searah antara kultur organisasi dengan 
persepsi tentang tindak korupsi. Hubungan 
antara kultur organisasi dengan persepsi 
tentang tindak korupsi dijelaskan oleh nilai 




Selain pengujian hipotesis secara 
terpisah (individual) untuk masing-masing 
variabel (t-Test), seperti yang telah dibahas 
pada bagian sebelumnya, dalam peneltian ini 
dilakukan juga uji simultan (F-Test). Hasil 
regresi dari Tabel 5 berikut ini akan 
menunjukkan bahwa variabel independen 
secara bersama-sama mampu memprediksi 
variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai 
R2 = 0,065, nilai F = 3,206, dan nilai p = 
0,045. Nilai signifikansi berada di bawah 
batas nilai yang ditentukan yaitu 0,05. Hal 
ini berarti bahwa variabel independen dapat 
secara bersama-sama memprediksi variabel 
dependen. Atau dengan kata lain variabel 
kepuasan gaji dan kultur organisasi 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi. 
Hasil pengujian simultan dan korelasi antara 
variabel independen dan dependen di atas 
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. 
 
Tabel 5: Hasil Analisis Regresi Hipotesis 
Variabel Nilai Koefisien 
Standard 
Eror t-value p-value 
Konstanta 150,280 13,069 0,000 0,000 
TOT-KG -0,105 0,163 -0,642 0,522 
TOT-KO -1,040 0,428 -2,430 0,017 
 R2 = 0,065 F=3,206 p=0,045 N=95 
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Tabel 6: Korelasi antara Variabel Dependen  
Dengan Variabel Independen 











































Pembahasan hipotesis 1 
Berdasarkan analisis pada hipotesis 
1, diperoleh hasil bahwa kepuasan gaji tidak 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi. 
Hasil analisis ini tidak mendukung teori 
yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan 
gajinya tidak akan melakukan reaksi 
kompromistis dalam bentuk tindakan 
korupsi (Darsono, 2001). Dari pengujian 
terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa 
persepsi seseorang tentang tindak korupsi 
tidak dipengaruhi oleh puas atau tidaknya 
orang tersebut terhadap gajinya.  
Hal tersebut disebabkan karena 
tujuan utama para aparatur pemerintah 
bekerja adalah melayani masyarakat, 
meskipun mereka mengakui bahwa mereka 
rata-rata kurang puas dengan gajinya. Selain 
itu mereka juga memahami bahwa aturan 
gaji pokok untuk PNS sangat dipengaruhi 
oleh golongan dan lama masa kerja. Mereka 
menyadari sepenuhnya semua kewenangan 
yang berkaitan dengan penentuan gaji pokok 
mutlak di tangan Pemerintah Pusat, seperti 
yang diatur PP No. 9 Tahun 2007 yang 
memperbaharui PP No. 11 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil, yang dalam lampirannya memuat 
Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan golongan dan masa kerja. 
Demikian juga untuk aturan penerimaan 
tunjangan keluarga (10% dari gaji pokok 
untuk istri dan 2% dari gaji pokok untuk 
anak, maksimal 2 orang anak) maupun 
tunjangan-tunjangan yang lainnya.  
 
Pembahasan hipotesis 2 
Berdasarkan analisis pada hipotesis 
2, diperoleh hasil bahwa kultur organisasi 
berpengaruh terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi. 
Hasil analisis ini mendukung pernyataan 
Arifin (2000) bahwa kultur organisasi yang 
baik tidak akan membuka peluang 
sedikitpun bagi individu untuk melakukan 
korupsi, karena kultur organisasi yang baik 
akan membentuk para pelaku organisasi 
mempunyai sense of belonging (rasa ikut 
memiliki) dan sense of identity (rasa bangga 
sebagai bagian dari suatu organisasi). 
Variabel kultur organisasi dalam penelitian 
ini menunjukkan hubungan yang tidak 
searah dengan variabel persepsi tentang 
tindak korupsi. Sehingga dalam hal ini 
semakin baik kultur organisasi tempat 
persepsi tersebut berlangsung, maka 
persepsi aparatur pemerintah daerah tersebut 
untuk tidak setuju dengan tindak korupsi 
semakin rendah. Sebaliknya semakin buruk 
kultur organisasi tempat persepsi tersebut 
berlangsung, maka persepsi aparatur 
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pemerintah daerah tersebut untuk tidak 
setuju dengan tindak korupsi semakin tinggi. 
 
Pembahasan Pengujian Simultan 
Berdasarkan hasil analiasis dari 
pengujian simultan, diperoleh hasil bahwa 
kepuasan gaji dan kultur organisasi ber-
pengaruh terhadap persepsi aparatur pe-
merintah daerah tentang tindak korupsi. 
Hasil analisis ini mendukung teori-teori 
yang ada bahwa selama proses mempersepsi 
suatu obyek, individu dipengaruhi oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal merupakan faktor-faktor yang ada 
dalam diri individu, seperti pengalaman, 
perasaan, kemampuan berpikir, kerangka 
acuan, dan motivasi. Sedangkan faktor 
eksternal berupa rangsangan itu sendiri dan 
faktor lingkungan di mana persepsi itu ber-
langsung. Seperti telah dikemukakan dalam 
bab-bab terdahulu, bahwa dalam penelitian 
ini, peneliti membatasi pembahasan 
mengenai dua faktor yang mempengaruhi 
persepsi seseorang dalam memberikan opini 
terhadap suatu obyek (tindak korupsi). 
Kedua faktor tersebut adalah faktor internal 
yang berupa perasaan, dalam hal ini adalah 
perasaan puas terhadap gaji (kepuasan gaji) 
dan faktor eksternal berupa lingkungan tem-
pat persepsi tersebut berlangsung (kultur 
organisasi).  
Variabel independen (kepuasan gaji 
dan kultur organisasi) dapat secara bersama-
sama memprediksi variabel dependen 
(persepsi tentang tindak korupsi). Atau 
dengan kata lain variabel kepuasan gaji dan 
kultur organisasi berpengaruh terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 
tindak korupsi. Hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen menun-
jukkan hungan yang searah. Sehingga 
semakin tinggi kepuasan gaji aparatur 
pemerintah daerah dan semakin baik kultur 
organisasi tempat persepsi berlangsung, 
maka persepsi aparatur pemerintah daerah 
tersebut bahwa tindak korupsi adalah 
sesuatu yang buruk akan semakin tinggi. 
Sebaliknya semakin rendah kepuasan gaji 
dan semakin buruk kultur organisasi tempat 
persepsi tersebut berlangsung, maka 
persepsi aparatur pemerintah daerah bahwa 
tindak korupsi itu adalah sesuatu yang buruk 
akan semakin rendah. 
 
SIMPULAN,  
KETERBATASAN DAN SARAN  
Simpulan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh kepuasan gaji dan kultur 
organisasi terhadap persepsi aparatur 
pemerintah daerah tentang tindak korupsi. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan 
diketahui bahwa H0 tidak dapat diterima dan 
dapat disimpulkan bahwa kepuasan gaji dan 
kultur organisasi berpengaruh terhadap 
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 
tindak korupsi, meskipun pngujian secara 
parsial menunjukkan kepuasan gaji tidak 
berpengaruh terhadap persepsi tentang 
tindak korupsi, namun kultur organisasi 
berpengaruh terhadap persepsi tentang 
tindak korupsi. Hubungan antara kepuasan 
gaji dengan persepsi tentang tindak korupsi 
menunjukkan hubungan yang tidak searah 
atau negatif, sedangkan hubungan antara 
kultur organisasi dengan persepsi tentang 
tindak korupsi menunjukkan hubungan yang 
searah atau positif. 
 
Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan baik dari sisi metodologi 
maupun dari batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur persepsi tentang tindak 
korupsi dalam penelitian ini dirancang 
sendiri oleh peneliti sehingga belum 
teruji dalam banyak penelitian, meski-
pun setelah dilakukan pengujian, 
ditemukan instrumen tersebut valid dan 
reliabel. 
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2. Obyek penelitian yang meliputi aparatur 
pmerintah daerah, membawa konse-
kuensi sulitnya menemui mereka karena 
alasan kesibukan mereka, sehingga 
diperlukan kesabaran untuk datang ber-
kali-kali demi mendapatkan informasi 
dari mereka. Dari 100% jumlah kue-
sioner yang kembali, sebanyak 28,125% 
tidak diisi oleh responden yang di-
maksud karena alasan kesibukan ter-
sebut. 
3. Penelitian ini hanya terbatas pada 
pengukuran variabel kepuasan gaji dan 
kultur organisasi terhadap persepsi 
tentang tindak korupsi dan tidak 
memasukkan variabel-variabel lain. 
4. Responden penelitian ini hanya terbatas 
pada aparatur pemerintah daerah di 
Propinsi DIY. Penelitian lain mungkin 
akan menunjukkan hasil yang berbeda 
jika diterapkan pada daerah atau 
propinsi yang lain. Oleh karena itu, 
hasil dari penelitian ini tidak dapat 
digunakan sebagai dasar generalisasi. 
5. Data yang digunakan dalam analisis 
berasal dari instrumen yang diisi 
berdasarkan persepsi responden. Hal 
tersebut akan menimbulkan masalah 
jika persepsi responden berbeda dengan 
keadaan yang sebenarnya. Selain itu 
penggunaan self rating dalam mengukur 
variabel kepuasan gaji dan perespsi 
tentang tindak korupsi mempunyai 
kecenderungan leniency bias, yaitu 
kemungkinan responden tidak men-
jawab dengan jujur dan memberikan 
skor yang cenderung tinggi bagi diri 
sendiri, apalagi jika yang diukur 




Penelitian ini, terlepas dari keter-
batasan yang dimiliki, diharapkan dapat 
bermanfaat sebagai bahan acuan dalam 
praktik akuntansi keperilakuan sektor 
publik, khususnya sektor pemerintahan di 
Indonesia, terutama yang berkaitan dengan 
masalah korupsi. Hasil penelitian ini 
diharapkan juga dapat menambah referensi 
dan mendorong penelitian lebih lanjut di 
masa yang akan datang. Persepsi tentang 
tindak korupsi dapat diteliti lagi dengan 
mempertimbangkan faktor internal dan 
eksternal lain yang mempengaruhi persepsi 
tentang tindak korupsi. Responden yang 
diteliti dapat diperbanyak dan daerah yang 
diteliti bisa diperluas. Semakin luasnya 
cakupan responden tersebut diharapkan akan 
memberikan informasi yang lebih kom-
prehensif, obyektif dan seimbang. 
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